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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOE 34 TAHUN 2001
TENTANID

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR

PERLINDUNGAN RMASTARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG

i

PRAJA HABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUTATRA TINIM

bahwa dengan  lelah  ditetapkannya Peraturan  Daerah
habupaten Muara Foon Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Pembentikan Organisasl dan Tats Kerja lemboags Tekoos
Dacrall  Rabupaien  Mowrs Enim, maka dalam rangka
kelancaran  pelaksanaan tugas  dilingkungan Kantor
Perlindungan Masyvarakat dan Saman Polisi Pamong Praja
perlu dilakukan Pemjabaran Tugas: Pokok dan Fungsi Kamor
Perlindungan Masyarakal dan Satoan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Muara Enim

babwa bendasarkan perumbangan sehagaimana i maksurl
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim
entang  Peojabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kanlor
nezatilan Bangss Fabupaten Muara Enom,

Undang-undang Fepublik Indonesia Nomor 28 Tahnun 1959
tentang Pembentukan Daerab Tingkat 11 dan Kotapraga di
Sumateras Selatan | Lembaran Negara Republik Indonesia
fanusn 1959 Nemor 73, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 1821 ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahyan 1999
ientang Pemerintahan Dacmb | Lembaran Negam Republik
Iindonesta Tatiin 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
fMegara Hepublik Indonesia Nomor 3839 ) ;

Unitang-undsng Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Permbvaipan Renangan antara Pemerintah Pusar dan
Lracrah | Lembacan Nepam Republile Indonesia Tahnn 1999
Nomor 72, Tambahan Lembavan Negar Republik Indonesia
SNOmGr 3898 |

dndang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
irmtang  Pokok-pokok Kepegawsian | Lembarsn Negara

Repubihk  Indonesia Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan

[ e ] 3 e R B



Ll

L_.I

Menetapkan
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lemben=n Negms FRepubhk Indopesss Nomor 3041 )
schagamana t=laly di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 | Lembaman Negara republik Indonesia Tabun
1959 Nomor 169, Tambahan Lembarmn Negara Republik
Indonesia Nomeor 38001 ;

Feraturan Pemenntah Bepublik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentanpg Kewcenangan  Pemerintah dan  Kewernangan
Proping: sebiga Daecrab Otonom | Lembaran Negara Republik
indenesia Tabun 2000 Nomor 54, lambahan Lembammn
Megam Nomor 3952 4

Peraturan Pemerintah KRepublik [ndonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Dacrad)
| Lembaran Negara Repmhlik Indonesia Tabun 2000 Nomor
165 ),

heputusan  Presiden Republik Indonesin Nomor 44 Tahun
1999 wentang I'cknik penyusunan  Pegaturan  Perundang-
unddangen dan Bentuk  Raocanpgsn Undang-undang,
Eancangan  Pematursan  Pemerintah,  dan Bancangan
bepntusan Presiden

Peratnean Dacrah Kabupaten Muara Foun Nomaer 16 Tahun
2000 tontang  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Muoamm

Eoretn ¢

Feraturan Daerah Kebupaten Muarm Enim Nomor 20 Tahun
200t tentang  Membentukan  Organisast dan Tata Kerga
Lembagn Teknis Daerah Kahopaten Muosrs Endu,

MEMUTUSEAN ;
REPUTH=EAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS  POROK DAN PUNGSE HANTOR PERLINDUINGAN
MASYARAKAT  DAN  SATUAN POLISE PAMONG TRAJA
EABUPATEN MUARA ENIM,

BABR |

KETENTUAN UMUM

Pasal i

[Dalam kKeputusan inr vang i eksud dengan

[ R X I S

.Daerah sdalah Habupaten Muars Enan

JPemermtah Dacrah adalah Pemerintall Kabupalen Musrs Enim,
~Bupati adalash Bupat Muara Enim,

Wakil Bupat adalah Wakil Bupat Muam Eniu,

cmekrelans Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muoara Eonn
Jembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten

Muara Enim

ToRepala



spala Kanior adalah Kepala Kantor Ferlindungan Masvamskat dan

Satnan Polis] Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.

8. Fegu adalah Kelompok Pegawal Negen Sipil vang di beri tugas dan di
lauh oleh Pejabat vang berwenanpg untuk melaksanakan kegiatan
sesuml  dengan profesi keahliannya  dalam rangka  melakokan
kelancamn pelaksanaan tugas Pemerintahan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalabh Relompok Pegawal Negeri Sipil

vang di ben togas, wewenang dan hak secara penull olsh pejabat

vang berwenang untuk melaksanalean kegiatan vang sesuai dengan
profest keahbiannye dalam mangkes  melakokan kelancaran  tupas
pemerintahan.

BAR N
KEDUDUKAN, TUGAS POROK DAN FUNGEI
Pasal 2

(1) Kantor Perlindungan Magyarakat dun Sataan Polisi Pamong  Praja
meriipakan unsur  penunjang  Pemerintah Daerah i bidang
Perimdungan Masvarakat dan Satoan Polisi Pamong Praja:

|2 Rantor Perhndungan Masyarakat dan Satan Paolisi Pamang Prapa i
punpin oleh seorang kepala vang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Bupat melalui Sckretaris Paerah.

Pasal 3

Fantor  Porlimdungan Masyarakat dan Satuan Polist Pamong Praja
mempunyal lugas menyelenggarakan  Perlindungan Masvamkal dan
Satuan Folisi Pamong Praja vang meliputi Pembinasn Perlindungan
Masyarakat, Eelentraman dan Ketertiban Ummm dan Penegalun
Peratumn Daerabh,

Faszl 4

Untuk menvelenggamakan tugas tersebut pada pasal 3, Kaolor
FPerimdungan Masyarakat dan Satuan Polist Pamong Praja mempunyai

ungsi

& Perumumsan Kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap
Ergiatan di bidang Perlindungan Masyarakal dan Satuan Polisi
Famong Fraga;

b Pelakssnzsn kenasams dan  koordinasi dalam pembinaan  dan
penvelenggaraan kapasitas personil polisi pamong praga ;

<. Pelaksanaan pembinasn satuan satian perlindonegan neasyarsbkal
untuk menanggulangt beucans  alam maupun  serangan  pihak

musnh dan nar;

il. Penyelenggaraan Pembinaan keleptraman dan ketertiban  serta
Penegakan Peraturan Dacrah dan Penertiban Penzinan ¢

e Pelakasnmsat oo,
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¢ felsksansan pembinasn pengamanan, operasi dan penertiban sers
pengawasan dan Kesamapiaan ;

. Pelaksansan nrmisan kertatausabaan.,

BEABR 1
ORGANISASI
Hapian Pertama
BUSUNAN ORGANISASI
Fasal 5

Kantor Perlindungan Masvarakat dan Satuan Polisi Pamong FPraja
ey dan

a. hKepala |
U_Sub Baglan Tata usahia
o, Seksl Kesiagaan |
o, Seksi Penangoulangan ;
. Beksi Pembinaan Operasional ;
. Seksi Vengemabngan Kapasitas dan SDM
g Hepu |
b Belompek Jabatan Fungsional,
Bagian Kedun
S2UB BEAGIAN TATA UBAHA
Prsal &
sub Bagian Tata Ussha mempunyai tugas mclaksapakan penyusanan
program  dan  perencanaan, kepegawatan, keuwangan, perlengkapan,
runah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan,

"EHiaal T

Unmik menyelenggarakan tugas di makswl pada pasal 6, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyal mempunyval fungsi ;

& Peoviapan bahan dao koordinasi pelaksanagn PENYUSURAD TEN0ATA,
program kerja dan pelaporan;

b Prlaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian |
¢. Pelaksanaan pengeiolasan administrasi keusngan ;

d. Pelaksanaan umsan umum, Mmah langpea, perlengkapan, surat
menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ¢

o.  Pelaksanaan nigas lain vang diberikan oleh atasan ¢

PEHET o v
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Bagian heltiga
SEHKE] HESIAGAAN
Fasal &

Scksl Keslagaan miempunyal tugas melaksanukan penyispan bahan dan
petunjuk teknis pelaksanaan pengawalan dan kesamaptaan,

Flagal 9

LUntuk menyelenpgarakan tugas tersehint pada Pasal 8, Seksi Kesiapaan
mEmpunyal fungss

2. Menyusun langksh kegintan berdasarkan data don pedoman yang
herlaku sebagatl pedoman keja

I Memberi petunjuk don bimbingan  kepada bawahan  dalam
pelaksanaon  tmgas  sesuni dengan pedoman dan ketentuan
peraturan pernndang-undangan |

o Perencanasn kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan
dan  pelatihan dalam rangka pengembangan kemampnan  dan
peralatan kelengkapan dan perangkas kerja ;

d.  Mengadakan pelatihan Kesamaptaan;

£ Melaloaloom pengawalan dan pengamanan ;

i Pelaksanasn tugos lodn yang diberikan oleh atasan -

Hagian Keempal
SEHE! PENANGGULANGAN
Pasal 10}

seks: Penangoulangan mempunyal tugas melaksanakan Penyusnunan

pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Ketentraman  dan

hetermiban serta Pengamanan Peraturan Daerah dan Penvuluhan,

Pasal 11

Untuk menvelenggamkan  tugas tersebinl pada Pasal 10, Seksi
Penaggulangan mempunyai fangsi

A Menrusun langkain kegintan berdasarkan dats doan pedoman vang
berlaku sebaga pedoman Kera

b, Melakukan pengamanan Peraturun Dacrah

ve Penyusunan  pedoman dan pemmjok weknis pembinaan
ketentraman dan ketertilyan

d, Penyusunan ..
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wdoman dan petunjuk tekmis pengendabian dan

Fenyosunan [

ponecgakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah,

e Menyiapkan bahan daan petunjuk tckniz pembinaan ketertiban
witdavah dan keternban masyarakat;

Meonviapkan bahan dan petunjuk tcknis pelaksanaan penvuluhan
di  hidang  ketentraman dan keterfiban wilavah,  perondang:
undangan, Peraturan Dacrah dan Keputusan Bupatl ]

kel |

g, FPelaksanaan tugas lain vang dibenkan oleh atasan.

Hagirn Kelima
SEEHS! PEMBINAAN OPERASIONAT
Pagal 12

seks1 Pembmasn Operasional mempunyai legas menyiapkan bahan
dan menyvusun pedoman dan petunjuk lekms pelaksaoaan operasional
d=in penertiban,

Pagal 13

Untuk  memvelengoarskan tegas temschul pada Pasal 12, Seb
Fembinasn Operasional mempunyar fungs: |

A, Menvusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman vang
berlakie sebagat pedoman kema

b Peomyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Operasional
Fenertiban ,

¢ Melakukan  pembinasn dan pelakssnasn keteroban dan
ketentraman  dalnm mngka  penegakan permturan perundang-
undangan, Peraturan acrah dan Keputusan Bupati ;

d, Mepngumpulkan dan mensistematisastkan data dan mferoasi
mengenal ketentraman dan ketertiban guna pedoman pelaksanaan
Tingias;

. Memyiapkan babsn penyusunan pedoman dan petunjuk telenis
pelaksanaan pembinasan tertib Peraturan Periodang-undangan,
Peraturan Daerah dan Kepuotusan Bupati |

I Melakukan Pembinaan dan pelaksansan Ketertiban U

g Felaksanaan tugas lin yang diberikan oleh atasan
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Bagian Keenam
SEKE]l PENGEMBANGAN HAPABITAS DAN SDM
Frasal 14
Sekst Penpembangan  Kapasitas  dam Sumber Daya  Manusia
memplinva  fugas menympkan . babhan dan petunjule telonis
prigrmbangan Kasasitas personil yang meliput penvuesunsn rencana
kelntuhan - personil, Pendidikan  dan Pelathan, Kelengkapan  dan
Peralatan Ferja

Masal 15

Untuk menyelenggarakan togas  lersebul pada Pasal 14, Seksi
Pengembangan Kapasitas dan SOM mempanvai lungsi

. Menyusun langksh kegiatan berdasarkan dala dan pedoman vang
neriakn sebagal pedoman kerja

Do Penyusunan  rencana kebutuhan  personill  dan pembinaan
pengembangan Sumber Daya Manusia ¢

]

Melakitkan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan personil puna
Feninghkatan Sumber Daya Mantesi ;

d. Menviapkan bahan dan pelunjiek tekoes oengenasi pengembangan
personil dan peningkatan Sumber Dayva Manusia ;

e Menyiaplkan peralitan dan Perlengkapan personil dalam rangka
penggunann  perslatan dan perlengkapan dalom  menuajang
petaksanan kerja

£ Melaknkan Pembinaan dan pelaksanaan Ketertilan Umie |

g Pelaksanaan tugas lmin yang diberilkan pleh atasan

Bagian Retnjub
REGU
P'asal 16
Megi mempunyal  tugas  melaksanakan sebagian  lupas  Kantor
Prorimdungan Masyarakal dan Satuan Polisi Pamong Mraja sesuai

dengan bidang keahlinnnys masing-masing  berdasarkan  Poraturan
Perundang-undangan yvang beriaku,

Pasal-17F oovicange
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Pasal 17

(1} Hegu adalali pelaksana pengamanan, operasi dan penertiban serta
pengawalan dan kesamaptann

':I:'!} HI:-_--E'LL L:-i_ l-:-'i.'l.lliii.n D.I.'E-'J.'l E-ECI'.T-J.‘I.[H l‘i{‘liﬂlﬂ EEE;U., 1I-'."fn'l||.'r‘|. 'd.:l ha‘?ﬁ_-ﬂfﬁ. {la”
Dertanggung jawal kepuda Kepala Kantor dan teknis opersional
berada di bawah Selesi Uperasional |

(Shdumlah Regue disesuaikan  dengan kebutuhan  dan sebanyalk-
banyaknva 10 Kegu ,

4 Serap Regu schagimana di maksud ayal (3) masing-masing 1erdin
ilan 10 orang Termasuk Kepala Repu.

Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Fasal 18

Kelompok  Jabatan FPungsional  mempan vil tugas melaksanakan
sebaglan mgas Kaotor Kesatan Bangsa sesuai dengan bidang keahlian
tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perandang-
undangan yang berlalo,

Pazal 10

(1} helompok  dabatan Fungsional  tesdisi  dari  sejumlah lenagn
Mungsional vang erbagl dalam berbaga kelompok tenaga tungsional
sesuin deogan bidang keahliannya ;

12l Masimg-masing kelompok tenags fungsional di pinpin oleh SEOIHIE
lenaga  fungsional sendor yvang ditunjuk  oleh  Kepala  Kantor
besatuan Bangsa ;

(4) Jumlsh tenags fungsional tersehut pada ayat (1) ditentulkan
berdasarkan kebutuhan dan heban keija ;

(4] Jenes dan jenjang jabatan fungsional scbagaimana i maksuel ayvat
&

1) distur herdasarakan  peraturan perundang-undangan VARE
berlalk.

BB



BAB IV
PERUTUP
Fasal 16

Hal - hal yvang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendin aleh Bupat

Pasal 17
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan,

Agar supaya setap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan
Pengundangan Keputnsan ind dengan penempatannyva dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enam.

Ditetapkan i1 Muara Enim
pada tanggal 2 (L|el 200

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di  Muara Enim
pada tanggal < (a0 Jan

BEHKREETARIS D&EfRAH HABUPATEN

MUARA ENIM
S,

/

]

ROBAIN BIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR ”J’(_



